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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara dan tertib

Mengingat

administrasi belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja
Tidak Terduga, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota
Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah,
Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [I Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3602);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



10.

1

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

_Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11});

18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 61 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN



EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA
TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah,
Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2021 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6}
avat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) melakukan
evaluasi persyaratan permohonan Belanja Hibah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan
standar satuan harga vang berlaku di lingkungan Pemerintah
Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat
dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang
berlaku saat itu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatannya,

¢c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok
orang vang mengajukan usulan hibah supaya tidak fiktif;

d. memastikan domisili/alamat sekretariat (Organisasi
Kemasyarakatan /kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum
dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain :

1. fotokopi KTP Calon Penerima hibah,;

2. fotokopi dokumen pendirian /pembentukan Organisasi
Kemasyarakatan/kelompok orang atau
penunjukkan /pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa
akta notaris/keputusan penunjukkan/pengangkatan sebagai
pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah
dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang
diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan vang diajukan
merupakan pekerjaan konstruksij.



(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(L)

(2)

(3)

(4)
(5)

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan

hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Ketua TAPD

untuk keperluan penganggarari.

Hasil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi surat

rekomendasi dan reviu Inspektorat.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4] memuat paling

sedikit :

a. I[dentitas penerima hibah barang/jasa;

b. Jenis dan jumlah barang/jasa:

¢. Standar Satuan Harga (SSH) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) / Analisis Standar Belanja (ASB);

d. Barang/jasa; dan

e. Nominal.

Dalam hal hibah berupa barang/jasa menggunakan Standar Satuan

Harga (SSH) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)/Analisis

Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,

maka dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya sebagail pembentuk

Standar Satuan Harga (SSH) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan

(HSPK) / Analisis Standar Belanja (ASB).

Standar Satuan Harga (SSH) atas barang/jasa atau Harga Satuan

Pokok Kegiatan (HSPK)}/Analisis Standar Belanja (ASB]) atas

kegiatan/sub kegiatan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf ¢ diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BKAD untuk

penetapan Standar Satuan Harga (SSH) dalam penganggaran belanja

hibah berupa barang/jasa.

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap Rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara formal dan material.

Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani
bersama oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Penerima
Belanja Hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
Fenjabaran APBD dan DPA.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, paling sedikit memuat :

a. pemberi dan penerima Belanja Hibah;

tujuan pemberian Belanja Hibah;

besaran /rincian penggunaan Belanja Hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban,

tata cara pemberian/penverahan Belanja Hibah:

tata cara pelaporan hibah; dan

g. sanksi.

Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD terkait sesuai tugas
pokok dan fungsinya untuk hibah berupa uang dan barang/jasa.
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
atas substansi NPHD.
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(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3
(tiga), dan 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai.

3. Ketentuan ayat (2] dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pelaksanaan kegiatan terkait penggunaan Belanja Hibah tidak melewati
tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 1 dan
huruf b angka 1, disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada
Walikota terhitung mulai 1 {satu) bulan setelah kegiatan selesai dalam
tahun anggaran berkenaan melalui Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran Hibah untuk hibah berupa uang dan barang/jasa atau paling
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan,

(3) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang
belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD dan/atau tidak
dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka
penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana ke RKUD dan
membuat laporan per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan
disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran
berikutnya dengan melampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana
vang belum direalisasikan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(4) Realisasi Hibah dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan
catatan atas laporan keuangan SKPD sesuai standar akuntansi
pemerintahan.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 29 diubah serta ditambahkan 2
(dua) ayat yakni ayat (12) dan ayat (13}, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagal berikut :

Pasal 29

(1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada :

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami
risiko sosial; atau

b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai dampak risiko sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1],
terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.



(3)

(4)

(3]

(6]

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) adalah vang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, masyarakat terlantar,
masyarakat penyandang disabilitas/cacat berat, tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu, santunan duka cita,
santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat, santunan penguatan
ekonomi, dan perbaikan rumah masyarakat,

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) adalah barang vang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan untuk nelayan
miskin, bantuan makanan/pakaian kepada vatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya
pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yvang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5] berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan
Kepala SKPD.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
terkait.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penvusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagl individu dan/atau
keluarga vang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran vang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada avat (8) dianggarkan dalam
Belanja Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh
SKPD terkait.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain untuk :

biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin;

bantuan korban kebakaran;

bantuan korban bencana alam;

bantuan korban dampak risiko sosial;

santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan/atau
santunan kematian.
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(13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan ayat (2} dan ayat (3) Pasal 47 diubah serta ditambahkan 1

(1)

(3)

(4)

(satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Pelaksanaan kegiatan terkait penggunaan Belanja Bantuan Sosial tidak
melewati tahun anggaran berkenaan.

Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2] huruf a disampaikan
oleh Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota terhitung mulai
1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dalam tahun anggaran
berkenaan melalui Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Bantuan
Sosial atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
berkenaan.

Terhadap penerima bantuan sosial yang masih terdapat sisa anggaran
yvang belum terselesaikan dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran berkenaan, maka penerima bantuan sosial wajib
mengembalikan sisa dana ke RKUD dan membuat laporan per tanggal
31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan paling lambat pada
tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan melampirkan
bukti setoran pengembalian sisa dana yang belum direalisasikan
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Realisasi bantuan sosial dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran
dan catatan atas laporan keuangan SKPD sesual standar akuntansi
pemerintahan.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 54

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannva, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan
DPA SKPD.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.



(4)

(5)

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dan

Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang

membidangi, dengan tahapan :

a. Setiap usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari
Belanja Tidak Terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

b, Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

c. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan

d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan
perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau
telah melakukan perubahan APBD.

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak

dilakukan dengan tahapan :

a, Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DFPA-
SKPD; dan

¢. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan
perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBED atau
telah melakukan perubahan APBD.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 59

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun scbelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa :

a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

b. rekomendasi APIP;



(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(%)

(10)

(11)

¢. rekomendasi BPK-RI,;

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya; dan/atau

e. Informasi lainnva yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk :

a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian,

Unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada

avat (3) dapat dikarenakan :

a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yvang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penerbitan

Keputusan Wali Kota mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)

kepada Wali Kota Cq. APIP/Inspektorat dengan tembusan Kepala SKPD

vang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintahan

bidan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak

daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya

vang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan

retribusi daerah, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Permohonan

Pembayaran Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah kepada BUD.

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Pengembalian Kelebihan

Penerimaan Daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah

Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak

daerah /retribusi daerah dan/atau pendapatan selain pajak daerah dan

retribusi daerah.

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan pengajuan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB),

Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS

pengembalian atas kelebihan pendapatan  daerah dan

membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

vang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya,

Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan

terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud

vang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.



8. Ketentuan ayat (2] dan ayat (6) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 64

(1) SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.

(2) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada avat {1) kepada Walikota dengan tembusan kepada
Inspektorat paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran
berikutnya.

(3) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil pengendalian kepada
Walikota dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(5) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan,
pertangpungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, dan Belanja Tidak Terduga sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Pemerintah Daerah dapat meminta audit khusus apabila hasil
monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
indikasi kerugian Daerah.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 2 _2023

PARAF KOORDINAS!
NO.§ INSTASASI/ UNIT KE :
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Pj. WALI BOTA KENDARI,
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Diundangkan di Kendari
pa_da tanggal 10 - 2. 2023

e

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 4



	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)
	007.pdf (p.7)
	008.pdf (p.8)
	009.pdf (p.9)
	010.pdf (p.10)
	011.pdf (p.11)

